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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP.407/BW/1999
TENTANG

PERSYARATAN, PENUNJUKAN, HAK DAN

KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang;:

Mengingat:

DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri
Tenaga kerja No. PER- 03/MEN/1999 perlu diatur mengenai
persyaratan, penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift yang
mengerjakan pemasangan, perbaikan dan atau perawatan lift;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara R.I Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
No. 2918).

Keputusan Presiden R.I No. 122/M/1998 tentang
Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1998
tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor
SNI 225-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik
Indonesia 1987 (PUIL 1987) di tempat Kerja;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Peraturan Mnteri Tenaga Kerja R.I Nomor. PER-
03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Persyaratan, Penunjukan,
Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1)

(2)

(10)

(11)

(12)

Lift ialah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik
turun mengikuti rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan
untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang.

Pemasangan lift adalah kegiatan merakit bagian dan komponen lift sehingga
menjadi satu kesatuan pesawat lift.

Perawatan lift adalah kegiatan merawat dan atau memperbaiki lift untuk agar
menjaga kondisi lift tetap dalam keadaan baik dan selalu siap dioperasikan
dengan aman.

Pelayanan lift adalah cara mengoperasikan pesawat dengan baik dan aman.
Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Direktur ialah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Koperasi No. KEP. 79/MEN/77.

Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu
tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut
PJK3 ialah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER-04/MEN/1995 di bidang lift.

Penyelia ialah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan memimpin
dan mengkoordinasikan pekerjaan pemasangan atau pengoperasikan lift.

Teknisi perawatan dan atau perbaikan lift ialah orang yang mempunyai
keahlilan dan keterampilan untuk mengerjakan, memperbaikan dan atau
merawat lift.

Teknisi Penyetel (adjuster) lift ialah orang yang mempunyai keahlian dan
keterampilan melakukan pekerjaan komisoning, pemeriksaan dan pengujian
untuk menetapkan kelaikan operasi lift.

Surat ijin operasi adalah bukti pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi
kualifikasi dan kompetensi untuk menjalankan tugas sebagai teknisi lift.
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Pasal 2

Setiap pekerjaan pemasangan, perawatan dan atau perbaikan serta
pengoperasian lift harus dikerjakan oleh teknisi lift.

Teknisi lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:

a.  Penyelia/Pengawas pemasangan lift;
b.  Teknisi perawatan dan atau perbaikan lift;
c.  Teknisi penyetel (Adjuster) lift;

£

Penyelia/Pengawas operasi lift.

Pasal 3

Setiap pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift harus dilaksanakan oleh
Perusahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) pemasangan,
perawatan dan atau perbaikan lift yang telah mendapatkan penunjukan
Menteri Tenaga Kerja.

PJK3 pemasangan lift sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) wajib
memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan
C.

PJK3 perawatan dan atau perbaikan lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b
danc.

Tempat kerja atau perusahan yang mempunyai fasilitas lift wajib memiliki
teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal 4

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memiliki surat ijin operasi
/kerja dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB 11
PERSYARATAN TEKNISI LIFT

Pasal 5

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas pemasangan lift
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

b.

Berpendidikan serendah-rendahnya STM listrik, mesin, sipil atau SMU jurusan
IPA;

Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pemasang lift;

PT. ERM INDONESIA

DTK407-1999.PDF 3



c.  Lulus bimbingan teknisi penyelia/ pengawas lift.

Pasal 6

Untuk mendapatkan surat ijin operasi teknisi perawatan dan atau perbaikan lift
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

Berpendidikan serendah-rendahnya STM mesin atau listrik atau SMU IPA;

b.  Pengalaman kerja pada pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c.  Lulus bimbingan teknisi bagi perawatan dan atau perbaikan lift.
Pasal 7

Untuk mendapatkan surat ijin operasi teknisi penyetel (adjuster) lift sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

Berpendidikan serendah-rendahnya STM mesin atau listrik atau SMU IPA;

b.  Pengalaman kerja pada pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

c.  Lulus bimbingan teknisi bagi teknisi penyetel (adjuster) lift.

Pasal 8

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas operasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.  Berpendidikan serendah-rendahnya STM jurusan mesin atau listrik atau SMU
IPA;
b.  Pengalaman kerja pada bagian teknik/engineering sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun;
c¢.  Lulus bimbingan teknisi bagi penyelia/ pengawas operasi lift.
Pasal 9

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ¢, pasal 6 huruf
¢, pasal 7 huruf ¢ dan pasal 8 huruf ¢ diselenggarakan oleh perusahaan jasa
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Kurikulum bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan lampiran II Keputusan ini.

(3) Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktur dapat
mengubah kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 10

(1) Pemberian surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
berdasarkan permohonan tertulis pengurus atau pengusaha tempat kerja atau
perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan
atau perbaikan lift kepada Menteri dengan melampirkan :

a. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
b.  Salinan ijasah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
c.  Salinan sertifkat bimbingan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan;

d.  Surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(2)  Surat ijin operasi diberikan setelah memperhatikan pertimbangan dari Direktur.

Pasal 11

(1) Surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang
lagi.

(2) Untuk mendapatkan perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pengurus atau pengusaha tempat kerja atau
perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan
atau perbaikan lift harus mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis
kepada Menteri dengan melampirkan:

a. Salinan surat ijin operaisi teknisi lift;

b.  Laporan kegiatan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Pasal 12

(1)  Perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal
11, dikeluarkan setelah evaluasi oleh Direktur.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemampuan
dan keterampilan teknisi lift.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur
dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya
permohonan perpanjangan menetapkan persetujuan atau penolakan
perpanjangan.

(4) Tata cara evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Direktur.

Pasal 13

(1)  Surat ijin operasi teknis lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tidak
berlaku apabila yang bersangkutan:
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(2)

Mengundurkan diri;
b.  Meninggal dunia;

c.  Cacat jasmani atau rohani akibat kecelakan kerja sehingga tidak mampu
menjalankan tugas.

Surat ijin operasi teknisi lift dicabut apabila yang bersangkutan terbukti:

a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan
kesehatan kerja;

b.  Melakukan kesalahan, kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan
keadaan berbahaya;

c.  Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam
keputusan ini.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

Pasal 14

Teknisi lift berhak untuk:

a.

Memasuki tempat kerja yang memasang, memperbaiki, merawat atau
mengoperasikan lift;

Memasang, memperbaiki, merawat dan mengoperasikan lift;

Mengambil tindakan dalam upaya pengaman terhadap keadaan darurat operasi
pesawat lift;

Memeriksa, menguji, menyetel dan mengevaluasi keadaan lift;

Menetapkan kelayakan pesawat lift.

Pasal 15

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berkewajiban untuk:

Mentaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;

Melaporkan kondisi lift yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau
tidak layak pakai kepada atasan langsung;

Bertanggungjawab atas hasil pemasangan, perbaikan, perawatan dan
pengoperasian lift;

Membantu pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan
pemeriksaan dan pengujian lift.
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Pasal 16

Hak dan kewajiban teknisi lift harus sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan
kompetensi masing-masing teknisi, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I
Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Jakarta
Pada Tanggal: 02 Nopember 1999

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

ttd

Mohd. Syaufii Syamsuddin
Nip. 160008975

PT. ERM INDONESIA

DTK407-1999.PDF 7



8 4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

Sueuomlog - uep uelemesad
"YI[ ISENIJIpOwaUL ueyeuesyepw ndurely -
uep ueynued3usw ‘oY Iepuels uep
Sueuomiag - | ue3uepun-3uepuniad ‘unye; (enp) g eAudueiny
‘uereqrad uemjerad resen3uspy - -Sueinyyes ‘ueyemerad
uep ueremerad Y11 130[[0Ua} ueyreqrad /uedueseuwrad SLOSI] ‘WIS JALLS ‘ueyreqIdJ neje
ueefroxad ueseuesyePN - I nui resen3udpy - Suepiqip uewe[eSuaJ | BAUYRPUII-UBPUIIAG - | UBp UBJeMEId ] ISTUI], T
‘Teusfeuew
uenduwreway
reAundwopy -
HI €3] Tepuess uep

ueSuepun-Guepuniad
uemjerdd rtesendusly -

“UBNLISI[OY
Tesep 9 [eyIueyow
‘Jeiniep ueepedy wefep sisijeue tesen3udpy -
ueyedaouad /jyeroy I VAINNS -
ueyepun iqueduajy - | eley edeusy yepwunlos ‘unye; (e3n) ¢ eAudueny dis
‘ue3uesewrad ueyerday Iu ITUTPIOONSUaW -3ueinsas 11y Suesewrad | sy ‘UISSN NS ueSuesewad
prooy3uawr /urdwrwaly - | 2 urdwrwow ndurey - redeqas ueweedusJ | eAUyEpULI-UEPUDIAG - semeduad /ereAusJ ‘1
9 S i € [4 1
TVINIOA
V[IA NVINVIVONHJ NVAIAIANAd
ISNHLAJNOA ISVIAHTTV NV ILVIVASIAd ISVIHISV T ‘ON

LATT ISINDIAL VLII NVINVIVONAd NVA NVIIAIANAd NV.LVIVASYAd ‘ISNALIINOM ‘ISVIIAITVAM ‘ISVIIAISV T

6661 YAIINAJION 20 : TVOODNV.L
666 T/M4/L0¥ "dAN : AONON
NVVAIIVOVNALAIM

NVSVMVONAd NVA TVILLSNANI NVONNINH NVNOHOWIA TVIAANA [ ¥NIMTAIA NVSNLAdAN ¢ INVUIJIAV']



4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

jeIniep ueepeay
werep P uenuay3usw
uep uexdnprySusw
Sueuomiag

‘3311 1se1ado

ueyeAe[oy UL NJUSUSA
3311 uetnSuad

uep ueesyLRwad
ueelrosad uexeuesyeRA

‘111 1sexado

ueuewedy Iepue)js
resen3uow ndurey
‘In esy11 “Suruorstuioy]
(Sunsnipe)
ueajohuad ueelraxad
ueseuesyeow ndurejy
‘ueremerad

neje wojsIs IseIpowt
uesnpeuw ndurejy
o1

Iepuels uep ueduepun
-Suepuniad ueinyerad
resen3uow nduwrey
W 130[[0wa)

29 nuuyI resen3uaA

‘unye;

¢ eAudueiny-3ueinyos
‘ueyemerad 3 ueyreqrad
neje ueduesewad
Suepiqrp uewee3usJ

VdI NINS
MEISIT UISON INIS

SUIUOISTWOY UL}SISY ¢

“JeIniep ueepeay
weep P ueypewaw
uep uesdnprydusw

‘uereqrad




0T 4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

G/680009T "dIN
urppnswe4g mne4g ‘pyoN

ph

ueelroyedeusioy uesemeIud J

uep [ergsnpuy uedungni] eUIqUIS J [eIdPUs| INaII(]
6661 IquadoN 70 e83ue) epeJ

eprexe| 1p uexdelanig

“JeIniep ueepeay
wefep uejewre[oAuad
mpasoid resenduspy -

‘3311 1sexado

‘JeIniep ueepeay ueueuIedy Iepue)s ‘1serodo semeduad
wiefep P ueyewau resenduaw ndwepy - | 1edeqos ueweeSua -
uep uexdnprySusw "€ Tepuels uep ‘unye; (e3n) ¢
Sueuomiag - | ue3uepun-3uepuniad eAuduerns-3ueinyas vdI NS -
‘311 1sezado uernjerad resenSusly - Surreaurdus 1idrs Insr “utsaN
IruIpIoo U ‘Gurresurdus ueelroxad uerdeq eped NS eAuyepuax 11 1sexad

urdwruepy - | ueyeuesyepw ndwepy - elroy ueweedus - -yepusidg - seme3udJ /erPAusJ K7




jas

4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

0Z61 unyeg,
1 'ON Suepun-3uepun e
HI
Suejua) ersauopu] [RUOISEN]
Iepueig uep ueduepun
-SuepunisJ ueinjyera g

el1oy] uese239y
uerode[dJ uep sisieuy
ueeye[eday] ueye3aousJ
edeyeq

Iaquung Isejyrusp]
ueeyePdy yeqn[y
ueeye[eddy qeqes
uenodus]

el1oy ueyeyasay]

uep uejeue[osay
NAJN/INNINN AVSYA
NVIVIVTIEd VIVIN

U W

s .8 J T

01

6

8

Y4

9

[4

1)

(ure()
sexad
eI[RAUdJ

(ure()
(3snlpy)
[P194uUd

(uref)
uexreqIaJ
uep
uelemerdJ

(wref)
ueuesews J
eIRAUdJ

ISTUN

1senfeAq

(ure() (ure()
opreId 11091

uerele[oJ we(

uereledJ e1eN

‘ON

LAIT ISINAL NVIVIVTad HVTANI NVA I9VTIS ‘WA TR

6661 YAIINAJION <0
'666T/MA/L0¥ "dAN
‘NVVAIIIVOVNILLAT

NVSVMVONAd NVA TVIILSAANI NVONNANH NVVNIGNAd TVIAANA[ dNIIAIId NVSALAdI

TVOONVL
YONON

II NVIIdINV'T



cl 4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

OIdN) NV NEIN(E
NVIVIVIAd VIVIN I

IS NYSUOY Uswaleuew
ue3uop ISeurpIooy 9
euBdUI
requied edeqUID]N P
uerempefuad uep
uersensiunupeduad
‘uersesiuedrodus D
qusio] °q
ueduede] Aoaing e
¥ ¥ ueduesewa uedersio g 7

pny  J
ueeuesyePJ
reseq disuti p
dny3ury Sueny
Sueyeeg 1e987  °q
uenodusg e
(EINS)
ré ré oY uswafeuey WAISI§ €

“el1oy] yeduiey 1p
/86T TINd reusSausw
£861/STC ON
INS eAuuenepaquisJ
Suejusy 8R6T/NHIN/$0
‘0N eloy eSeuay,
LIDJUSN UeInjeIdJ
‘Buereg uep 3ueip
ueyny3uedua J ynjun
W1 O yereds-jeredg
Sueua) 6661 /NAIN/€
‘0N elroy eSeuay,
LIDJUSIN UBInNjeId] °q




€l 4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

Junooyg o[qnoil, ‘p

el ymun uermusg
ueweduad

jefe verln3usg °q

elroy Inpasor] e

¥ | uern3usJ uep ueesyLIBWDJ q

amoun] Suenx
wefep uejemedud P
SEREY
werep ueyemedudJ D
a[qed Sureaeil ‘q

[OIIUOY
jere ueyemeSua e

¥ i Y1 (Burpy) ueremeSud ¥
uerdeq

-uerdeq uedueseurd 'q
eloy uenin e
uejnyeId /ueduesewa J
i i PO c

eleq 17e) uenyelp3us  J
131oua 1Isuayy "

dduereq I9A0D
ueSuequIIRSEPHY]
ueuewesy| I033e,]
uedunnd uep ueLIe],
drs uep 1s3je1,

P yemesso

¥ ¥ | smue) rese( uenyejodus g Z

.8 g

1] veweSuad wdIslg  p
[oxyuoy adn) uep uiseNy
yeregd3uad 10j01  'q

y1[ stuaf-stual e

¥ ¥ wnw resep uenye}odusJ T




14" 4dd 6661-207>1Ld

VISHNOANI W¥4 “Ld

uerodepg 9
ueseme3usJ p
uersesiuegrodus D
yokoad /urerdoxd
ueeuesyeRJ 'q
okoad /urer8oxd
ueeURDURID ®
¥ ¥ 1sered( uswsleuey g7
¥ ¥ ueyeme3usJ opyeid €
uerm3ua J uep
7 ueesLIDWRJ elIay] Yopyeld T
eleq
1783 Sepuadiaduwow
mpasorJ
efeq 17e} (930 AusWr
uep NSUSN  'q
efeq 11ey
uedunquiefuad stuyp], e
¥ ¥ ueduedeT elray] yapyel] ‘1
(ddW) ONVINNNEJ
NVAVIVTIEd VIVIA III
(stusjey uen33ues)




<1

ddd 6661-207>11A

VISHNOANI W¥4 “Ld

6/630009T "dIN
urppnswe4g mneg “pyon

P31

ueelroyedeusioy uesemeIudJ

uep [ergsnpu ueSungni] BUIqUIDJ [eIOPUS[ INPHII(]
6661 IquiadopN 70 :[e83ue) epeg

eyreye( 1p ueydeloy(

WVI[9g WVI0¢ V(0¥ WVIcy

WVI[¥

cl

[44

IWVIHVTAN(
YI[ ueremerdJ ‘9

yserndo q
uereyeqoy yry e
ueseyeqay /reinreq
de33uey

INPasoI] 2 euedudy| G




